
ASUPAIE 

ADIU 

Menimbang 

Mengingat 

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 
JI. Urip Sumoharjo Nomor 308 B Telp. 465006 

E-mail: disnakerkabmadiun@gmail.com 
MADIUN 63129 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN 

b 

PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MADIUN 

1. 

KABUPATEN MADIUN 

3. 

NOMOR: 000.8.3.2! MI4 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 

KABUPATEN MADIUN, 

4 

IKPTSI402.114/2023 

a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik 

sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan 
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaran 
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan 

5 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Perindustrian Kabupaten Madiun; 

bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja 
pelayanansesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan 

kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan 

masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan 
Publik, 

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Thun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Peneraparn Standar Pelayanan Minimal; 

Peraluran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 



Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

7 

8 

2 

1 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

25/KEP/M.PANI2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Keputusan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 
10. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

26/KEPIM.PANI2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan 
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Publik, 

2 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

3 

Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PANI7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayan Publik; 

Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten 

Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; 

Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten 
Madiun meliputi lingkup pelayanan: 

MEMUTUSKAN 

Rekomendasi lzin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

Pelayanan Kartu AK I 

Pelayanan PMI dan Pengesahan Perjanjian Penempatan 
4 Petunjuk Teknis Verifikasi Teknis dalam rangka Pemenuhan Komitmen 

Perolehan Izin Usaha Industri 

5 Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Standar Pelayanan sebagaiamana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini 
wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam 
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat 

pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

Ditetapkan di : Madiun 
Pada tanggal: 7 November 2023 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA 
DUTRIAN KABUPATEN MADIUN 

PE 

DINAS TLNAUA 
DAN PRINDSTAS 

TMA URWEJ|. S.Sos 
ADInbina Tihkat I 
h9720504 199201 1 003 

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian 



NO 

1 

3 

Persyaratan 
KOMPONEN 

Lampiran 

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kabupaten Madiun 

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN 

DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MADIUN 

1. REKOMENDASI IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 

Jangka Waktu Pelayanan 

Nomor :000.8.3.2/1414/KPTS/402.114/2023 
Tanggal:7 November 2023 

1. Surat Permohonan 

URAIAN 

2. Nomor Izin Berusaha (NIB) 

|3. Fotocopy Akta Pendirian Lembaga 
|4. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK 
5. Fotocopy NPWP Lembaga 
6. Fotocopy tanda kepemilikan atau sewa atas 

sarana prasarana yang dimiliki LPK 

7. Profil LPK yang ditandatangani Penanggubng 
jawab 

8. Fotocopy surat keterangan domisili lembaga 

pemohon dari desa setempat 

2 Hari 

1. Pemohon datang ke Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian 

Pemohon Perizinan 

Pemohon mencukupi persyaratan 
2n ses n pendirian embana Pelabhan 

Pemohon mendatar OSS dan 
upload persyaratan 

Venßkasi 
persyaratan bla 

kurang akan 
Venfikasi 

persyaratan bila 
disehuui 

Survey Lokasi 

Penerbitan Rekomendasi 
Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 



4 Biaya/Tarf 

5. 

6 

7. 

8 

Produk Pelayanan 

11 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Dasar Hukum 

Sarana Prasarana/Fasilitas 

Kompetensi Pelaksana 

10 Pengawasan Internal 

Jumlah Pelaksana 

12. Jaminan Pelayanan 

Rp. 0 (Gratis) 

Rekomendasi lzin Lembaga lzin Pelatihan Swasta 

a) E-mail disnakerin@madiunkab.go.id 
b) Telepon : 0351-465006 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten 

Madiun JI. Urip Sumoharjo No. 306B 

c) Sukma-e: 

(bisa diakses melalui barcode diatas) 
1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: 

|2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan 

Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja: 

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha 

dan/atau Produk pada Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 

Ketenagakerjaan; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2011 tentang Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas 

dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kabupaten Madiun. 
Ketersediaan Ruang Tunggu 
Ketersediaan Loket Pelayanan 

3. Ketersediaan Toilet 

4. Komputer dan Printer 
5. Alat Tulis Kantor 

1. Minimal Berijazah SMA/Setara 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik 

3. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik 

Atasan Langsung 

Orang 

Tamu yang datang berkonsultasi mendapatkan 

hasil yang memuaskan sesuai tujuan konsultasi 



13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan 
Pela anan 

14 Evaluasi Kinerja Pelayanan 

Apabila hasil konsultasi kurang memuaskan, maka 

akan dicarikan solusi terbaik dan tamu yang 
berkonsultasi akan dihubungi kembali 

Melaporkan hasil konsultasi kepada atasan dan 
meminta petunjuk apabila terdapat kesulitan dalam 
memecahkan masalah 



NO 

1 

2. PENERBITAN AK I 

4. 

2. Sistem. Mekanisme. dan Prosedur 

5 

Persyaratan 

3 Jangka Waktu Pelayanan 

6 

KOMPONEN 

Biaya/Tarif 

Produk Pelayanan 
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

7. Dasar Hukum 

1, Foto Copy KTP Pemohon 

2. Foto Copy ljasah 
3. Foto Bewarna Ukuran 3 x4 sebanyak 2 lembar 

4. Sudah mendaftarkan diri di portal SiapKerja 

1. Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik 

pada loket Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian 

URAIAN 

Pencari Kerja diterima oleh 
Petugas Front Office loket 

Dinas Tenaga Kerja 

Veriikasi 
persyaratan bila 

kurang akan 
dikembalikan 
untuk avisi 

Petugas di Back Otfce maupun Front Otfice 
memeriksa kelengkapan berkas 

15 Menit 

Validasi dalam portal Siapkerja Kemnaker RI 
kemudian di kartu AK I 

Rp. 0 (Gratis) 

Pengesahan Kartu AK l yang sudah dicetak 
oleh petugas dan uhka 

Pelayanan AKI 

ndustrian 

Verifikasi 
persyaratan bila 

iengkap akan 
disetujui 

Keria 

c) Sukma-e 

car 

a) E-mail : disnakerin@madiunkab.go.id 

b) Telepon: 0351-465006 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten 
Madiun ,JI Urip Sumohario No, 306B 

(bisa diakses melalui barcode diatas) 

1. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Undang 
undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang 



8 

9. Kompetensi Pelaksana 

Sarana Prasarana/Fasilitas 

10. Pengawasan Internal 

11 Jumlah Pelaksana 

12 

13 

Jaminan Pelayanan 

Jaminan Keamanan dan Keselamatan 
Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: 

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 
Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, 

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 

Tahun 2011 tentang Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 
6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas 

dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kabupaten Madiun. 

1. Ketersediaan Ruang Tunggu 

2. Ketersediaan Loket Pelayanan 
3. Ketersediaan Sarana Khusus Penyandang 

Disabilitas 

4. Ketersediaan 

Disabilitas 

2. 

5. Ketersediaan Toilet 

6. Komputer dan Printer 

Loket Khusus 

7. Alat Tulis Kantor 

1. Minimal Berijazah S1/Setara 
Mampu berkomunikasi dengan baik 

Atasan Langsung 

3. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik 

3 Orang 

Penyandang 

Tamu yang datang berkonsultasi mendapatkan 
hasil yang memuaskan sesuai tujuan konsultasi 
Apabila hasil konsultasi kurang memuaskan, maka 
akan dicarikan solusi terbaik dan tamu yang 

berkonsultasi akan dihubungi kembali 

Melaporkan hasil konsultasi kepada atasan dan 

meminta petunjuk apabila terdapat kesulitan dalam 
memecahkan masalah 



NO 
1 

3. PELAYANAN PMI DAN PENGESAHAN PERJANJIAN PENEMPATAN 

5 

Persyaratan 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

6. 

4. BiayaTarif 

KOMPONEN 

Jangka Waktu Pelayanan 

Produk Pelayanan 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

1. Surat permohonan verifikasi berkas CPMI dan 

Pengesahan Perjanjian Penempatan 
2. Kartu AK I 

3. Fotocopy KTP Pemohon 

4. Fotocopy KTP Pemberi Izin 

|5. Fotocopy Kartu Keluarga 

URAIAN 

6. Fotocopy Akte Kelahiran 

7. Fotocopy ljasah 

8. Surat Izin Keluarga yang diketahui Kepala Desa 

setempat 

9. Fotocopy Surat Nikah 

10. Surat Keterangan sehat 

11. Fotocopy Kartu Kepersertaan Jamsosnas 

12. Perjanjjan Penempatan 

13. Surat Keterangan lain apabila diperlukan 

1. Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik 

pada loket Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian 

3 Hari 

Rp. 0 (Gratis) 

a) E-mail 

Pemohonet 
Dnas Tenaga Kerja dan Pernantran 

Petugas di Back Otdce maupun Front Omce 
memeriksa kalengiapan beras 

urang akan 

abdas 

untuk drevisi 

Ventka 

aepeaot yang benwenang untu 

Nan Penmpatan 

sda ehuangan akan diembasan untk 
engap 

Berkas yang sudah selesal bisa dambl 

Mabunalen Madun Mat Pelan Pi 

Pelayanan PMI dan Pengesahan Perjanjian 
Penempatan 

:disnakerin@madiunkab.go.id 
b) Telepon: 0351-465006 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten 
Madiun JI. Urip Sumoharjo No. 306B 



7 

8 Sarana Prasarana/Fasilitas 

10 

Dasar Hukum 

11 

Kompetensi Pelaksana 

Pengawasan Internal 

Jumlah Pelaksana 

c) Sukma-e 

(bisa diakses melalui barcode diatas) 

1. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Undang 
undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: 
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 

Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja; 

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia; 
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 

Tahun 2011 tentang Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas 
dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kabupaten Madiun. 
1, Ketersediaan Ruang Tunggu 
2. Ketersediaan Loket Pelayanan 

3. Ketersediaan Sarana Khusus Penyandang 
Disabilitas 

4. Ketersediaan Loket Khusus Penyandang 

Disabilitas 

5. Ketersediaan Toilet 

|6. Komputer dan Printer 
7. Alat Tulis Kantor 

|1. Minimal Berijazah S1/Setara 
2. Marmpu berkomunikasi dengan baik 

|3. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik 

Atasan Langsung 

3 Orang 



12 Jaminan Pelayanan 

13 

14 

Jaminan Keamanan dan Keselamatan 
Pelayanan 

Evaluasi Kinerja Pelayanan 

Tamu yang datang berkonsultasi mendapatkan 

hasil yang memuaskan sesuai tujuan konsultasi 

Apabila hasil konsultasi kurang memuaskan, maka 
akan dicarikan solusi terbaik dan tamu yang 

berkonsultasi akan dihubungi kembali 

Melaporkan hasil konsultasi kepada atasan dan 
meminta petunjuk apabila terdapat kesulitan dalam 

memecahkan masalah 



2 

4. PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI TEKNIS DALAM RANGKA PEMENUHAN KOMITMEN 
PEROLEHAN IZIN USAHA INDUSTRI 

5. 

KOMPONEN 

Persyaratan 

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

3. Jangka Waktu Pelayanan 

Biaya/Tarif 

Produk Pelayanan 

Penanganan Pengaduan, Saran dan 
| Masukan 

1. 

2. 

Surat Permohonan Verifikasi Teknis 

Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 

|3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

4. Surat Keterangan Lokasi Usaha 

|5. Surat Pernyataan Memiliki akun SlINas (bermatera) 
6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (bermatera) 

URAIAN 

1 Pemohon datang ke Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian 

2 Hari 

Permohonan Pemenuhan Ventikasi 
Persyaratan dengan Nama Pertzinan 

Sertitikat Standar telah ter-upload ai Oss 

Rp. 0 (Gralis) 

Pemohon menyampaikan Permohonan 
dengar Verifas 

melampikan persyaratan 

Setelah di Disposisi oleh Kepala Dinas, 
Pelaksanaan Venfikasi teknis dilakukan 

dengan pemernksaan dokumen 

Venfkas 

Pensyaratan bila 

dikembalikan 
untuk direvisi 

Survey Lokasi 

parsyaratan bila 
lengkap akan 

disetujui 

Verifikasi 

Validasi Dokumen/ 
Pembuatan Berita Acara 

Penyampaian Berita Acara kepada Kepata 
Dinas, dlanjutkan dengan pernbuastan Surat 

Keputusan Kepala Dinas dan 
Lampiran Teknis 

Upload Lampiran Teknis ke OSs, maka 
pemenuhan veifikasi persyaratan dengan 

nama perizinan sertilikat standar telah 
terpenuhi 

Petunjuk Teknis Verifikasi Teknis 
Pemenuhan Komitmen Perolehan lzin Usaha Industri 

b) Telepon : 0351-465006 

a) E-mail : disnakerin@madiunkab.go.id 

Dalam Rangka 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun 
JI. Urip Sumoharjo No. 306B 
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10 

1 

12 

13 

14 

Pengawasan Internal 

Jumlah Pelaksana 

Jaminan Pelayanan 

Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan 

Evaluasi Kinerja Pelayanan 

3 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik 

Alasan Langsung 

1 Orang 

Tamu yang datang berkonsultasi mendapatkan hasil yang 
memuaskan sesuai tujuan konsultasi 

Apabila hasil konsultasi kurang memuaskan, maka akan 
dicarikan solusi terbaik dan tamu yang berkonsultasi akan 
dihubungi kembali 

Melaporkan hasil konsultasi kepada atasan dan meminta 

petunjuk apabila terdapat kesulitan dalam memecahkan 

masalah 
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7 Dasar Hukum 

8 Sarana Prasarana/Fasilitas 

9. Kompetensi Pelaksana 

10. Pengawasan Internal 

11 Jumlah Pelaksana 

12.Jaminan Pelayanan 

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang. 

|2. Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 

2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja; 
4. Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas 
dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kabupaten Madiun. 

1. Ketersediaan Ruang Tunggu 
2. Ketersediaan Ruang Mediasi 
1, Minirmal Berijazah S1/Setara 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik 
3. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik 

Atasan Langsung 

5 Orang 

Tamu yang datang berkonsultasi mendapatkan 
hasil yang memuaskan sesuai tujuan konsultasi 

Apabila hasil konsultasi kurang memuaskan, maka 
akan dicarikan solusi terbaik dan tamu yang 

berkonsultasi akan dihubungi kembali 
Melaporkan hasil konsultasi kepada atasan dan 

meminta petunjuk apabila terdapat kesulitan dalam 
memecahkan masalah 
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